WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

TIRTA SEWAKADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pelaksanaan Penyerahan Barang Milik Daerah
Dalam Rangka Penyertaan Modal Pada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 28
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum
Daerah Air Umum Tirta Sewakadarma (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH DALAM
RANGKA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kota Denpasar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Denpasar.

Walikota adalah Walikota Denpasar.



(1)

(2)

(3)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi
pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat
Penatausahaan Barang.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Sewakadarma yang selanjutnya disebut Perumda
adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh
modalnya dimiliki Daerah.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Barang adalah semua Barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah
pengalihan kepemilikan Barang yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada
Perumda.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk
memberikan dasar kewenangan melaksanakan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk
pengembangan Perumda.

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk
melaksanakan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah dalam rangka pengembangan Perumda.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
pada Perumda berupa jaringan induk distribusi
kapasitas sedang dan jaringan sambungan
kerumah kapasitas sedang.

Jaringan induk distribusi kapasitas sedang dan
jaringan sambungan kerumah kapasitas sedang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai
perolehannya tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Proses administrasi Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Badan.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2021

WALIKOTA DENPASAR,

TTD

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
TTD
I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 12



